
Mengingat

PERATURANDAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBlNMN DAN RETRlBUSI PERTZlNANANGKUTAN
ORANGDAN BARANG

DENGAN RAHMATTUHAN VANG MAHA ESA

Wi\LIKOTA PI\.LEMBANG,

Mcnimbang: a. bahwa guna memenuhi ketcnruan Kepurusan Mcntcri
Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang di .Jalan Dengan Kendaraan l1mum, sejalan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angktrtan JaJan, maka pcrlu menetapkan Pernbinaan dan
Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang;

b. bahwa aehubungan dcngan huruf a, penyelenggaraan perizinan
angkutan orang dan barang serta pcmungutan retribusinya
yang diarur dengan Peraruran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat n Palernbang Nomor 18 Tahun 1998 ten tang Rerribusi
lzin Trayck dan Kcputusan Walikotarnadya Kepala Daerah
Tingkat II Palembang Nomor 32 Tahun 1999 tcntang
Pengaturan lzin Usaha dan lzin Trayek Kendaraan Bermotor
Angkutan Urnurn daJam Kotarnadya Daerah Tingkat 11
Palembang, perlu dicabut dan disernpurnakan;

c. bahwa untuk mernenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan
ditctapkan dcngan Peraturan Daerah Kota Palemba.ng.

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lcmbaran Negara Rl Tahun 1959 Nornor 73, Tambahaa
Lembaran NegaraNomor 1821);

2. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undaug-UndangNornor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Limas
dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Rl Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tcntang Pajak Daerah
dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997
Nornor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Alas Uodang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (t.embaran Negara Rl Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan(LernbaranNegam Rl Tahun
2004 Nomor 53, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Uudang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (l.embaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG
PEMBrNAANDAN RE'I'RIBUSI PERlZlNAN ANGKUTANORANG
DANBARANG.

MEMUTUSKAN:

WALlKOTA PALEMBANG

dan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peri:mbangan
KeuanganAntara Pcmerintah Pusat dan Pcmcrintahan Daerah
(Lembaran Ncgara Rl Tahun 2004 Nomor 126. Tarnbahart
Lernbaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ientang Jalan
(Lembaran Ncgara Rl Tahun 2004 Nomor 132, Tambehan
Lembaran Negara Nomor 132);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tnhun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Ncgara Rl Tahun 1983
Nomor36, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3258);

11. Peraturan PemerintahNomor4 1Tahun 199~ tentang Angkutan
.lalan [LernbaranNegaraRI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan
LembaranNegaraNomor3527);

12. Peraruran Pernerintah Nomor 42 1'ahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di .Jalan [Lembaran Negara
RI Tahun 1993 Nomor 60, Tarnbahan Lernbaran Negara
Nomor 3528);

13. Peraruran Pernerintah Nemer 43 'rabun 1993 tcntang
Prasarana dan Lalu Lintas .Jalan [Lernbaran NegaraRl Tahun
1993Nomor61. Tambahan LernbaranNegam.Nomor3529);

14. Peraturan Pcmcrintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengernudi(.LembaranNcgara RI Tahu.n 1993
Nomor64, TarnbahanLembaranNegaraNomor3530);

15. Peraturan Pemerinlah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kcwcnangan Pemerimah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lcmbaran Ncgara Rl Tahun 2000 Nomor 54,
TambahanLernbaranNegaraNomor3848);

16. Peraturan PernerintahNomor 66 Tahun 2001 tentang Rerribusi
Daerah [Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan LernbaranNegaraNomor4 L39);

17. Peraruran Daerah KOla Palembang Nomors 22 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lemboran
DaerahKota PalembangTahun 2000 Nomor24);

18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001
teruang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok, f'ungsi dan
Struktur Organisasi Dinas Daerah [Lernbaran Daerah Kota
PalembangTahun 2001 Nomor3);

19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004
tcntang Pedomandan PernbinaanOperasional PenyidikPegawai
Negeri Sipil (.LembaranDaerah Kota Palembang Tahun 2004
Nomor31);
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KOlaPalernbang.
2. Pernerintah KOlaadalah Pemcrinlah Kola Palernbang.
3. Walikota adalah WaUkota Palcmbang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekrctaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pcrhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kcpala Dinas Perhubungan adalah Kopala Dinas Perhubungan

((ota Palembang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tcrtentu di bidang Lalu

Limas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha mcllpuU Pcrscroan
Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha MiJik Negara atau
Dacrah dcngan nama dan dalarn bcnruk apapun, Persekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Kopcrasi, Yayasan atau Organisasi
yang sejenia, Lemhaga Drula Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha
lainnya

10. Angkutan adalab pornindahan orang dan atau barang dari suatu
rempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan
bermotor angkutan umum.

11. Pengusaha/Pemilik/Pemegang lzin adalah setiap orang atau
badan yang atas namanya diberi izin usaha kendaraan bermotor
angkutan umum.

12. lzin Usaha Kendaraan Bennotor Angkuton Umum selanjutnya
dlsingkat dcngan Izin Usaha Angkutan adalah izin usaha
pengangkutan orang dan barang dcngan kendaraan bermotor
urnurn yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

13. lzin insidenul adalah iain yang diberikan kepada Pengusaha atau
Pernilik atau Pcngusaha Gabungan I<endaraan Bermotor
Angkutan Umum pernegang lzin trayek untuk menggunakan
kendaraan bermotor angkutan umum cadangannya diluar dari
izin trayck yang Lelahdiberikan.

14. Mobil Penumpang Umurn adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) lempat dud uk tidak
termasuk ternpat duduk pengemudi, balk dengan maupun tanpa
perlcngkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga kendaraan
angkuta:n penumpang umum roda 3 (tiga) seperti bemo dan
helicak,

15. Mobil bus adalah setiap kcndaraan bermotor yang dilengkapi
lcbih dari 8 (delapan) ternpat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengornudi, balk dengan maupun tanpa pcrlengkapan
pengangkutan bagasi.

16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda
motor, mobil penumpang, mobil bus dan kcndaraan khusus.

17. Angkutan kota adalah angku.tan dari suatu ternpat ke tempat lain
dalarn wilayah .kota dengan menggunakan mobil bis umum
dan/ntau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek
tetap dan teratur.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I



18. Angkutan taksi adalah angkutan yang rnerupakan peJayanan dan
pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan
menggunakan mobil penumpang umurn yang diberi tanda
khusus dan dilengkapi dengan argorneter.

19. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil
penumpang umum yang melayani angkutan dad pintu ke pintu
dengan atau tanpa pengernudi, dalam wilayah operasi yang tidak
terbatas.

20. Angkutan lingkungan adalah angkutan dcngan mcnggunakan
mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah
operasi terbatas pada kawasan tertentu.

21. Angkuian perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan
pcdesaan yang mcmasuki wilayah kccamatan yang bcrbatasan
langsung dengan Kabupaten/Kota lalnnya dan angkutan
perbatasan izinnya dikeluarkan berdasarkan domisili kendaraan.

22. Angkutan Sarang adalah pemindahan barang dari suaru ternpat
kc tcmpat lain dengan mcnggunakan kendaraan barang.

23. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan
mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus,
untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah rujuan wisata.

24. I\ngkutan Penumpang Khusus adaJah angkuian yang tidak
rerrnasuk angkuran taksi, sewa dan pariwisata, dcngan
menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang
umurn yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari
pintu ke pintu,

25. Angkutan Perintis adalah angkutan yang bcrfungsi melayani
daerah yang terisolir dan terbelakang yang bcrfungsi
mcnggerakkan perkernbangan ekonomi daerah tersebut, yang
tidak bersifat komcrsial dcngan menggunakan mobil bus umum
dari/atau mobil penurnpang umum.

26. Angkutan Pcnumpang Musiman adalah angkuran yang
diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan
dengan hari-hari besar keagarnaan,hari libur sckolah, maupun
hari-hari pad a acara kenegaroan yang menggunakan mobil b\.IS
umum dan/ aiau mobil penumpang umum.

27. Angkutan khusus adalah angkutan yang mernpunyai asal
darr/utau tujuan tetap, yang melayani aniar jemput perrumpang
umum, aruar jemput, karyawan, permukiman, dan simpul yang
berbeda.

28. Angkutun antar jemput adalah angkutan yang dilaksanakan
dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap dan
scbaliknya.

29. Angkutan karyawan adaJah angkutan yang dilaksanakan dalam
trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan
beberapa titik asal penumpang,

30. Angkutan pemukiman edalah angkutan yang dilaksanakan
daJam trayck yang melayani dad dan kc satu kawasan
permukiman dengan bcbcrapa titik tujuan penumpang.

31. Angkutan pemadu moda adalah angkutan yang dilaksanakan
untuk melayani penumpang dari dan/atau ke lenninal, stasiun
kereca api, pelabuhan dan bandar udara kecuaJi dari terminal ke
terminal.
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32. Terminal adalah prasarana transoprtasi [alan untuk keperluan
memuat dan menurunkan orang dan/atau barang Berta
mengatur kedatangan don pemberangkatan kendaraan umum,
yang mcrupakan salah satu wujud simpul jwingan transportasi.

33. Kartu Tanda Penduduk yang aclanjutnya disingkai IITP adaJah
kartu tanda penduduk yang bcrdomisili di Kota Palcmbang.

34. Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang yang selanjutnya
disebut Relribusi adalah biaya yang dipungut eras pelayanan
pcmbcrian pcrizinan terhadap usaha dan atau kegiatan yang
diselenggarakan dalam Dacrah.

35. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribuai atas kcgiatan
tertentu PemerinLah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada
orang atau badan yang dirnaksudkan untuk pembinaan,
pengaruran, pengendalian dan pengawasan aias kegiatan
pernanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alamo barang,
prasurana, sarana aIDU Iasilitas tertenru guna melindungi
kcpcntlngan umurn dan mcnjaga kelestarian lingkungan.

36. Wajih Rerribusi adalah orang yang mcnurui peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan unruk melakukan
pembayaran relribusi.

37. Mesa Retribusi adalah suaru jangka waktu tertenru yang
merupakan balas waktu bagi wajib reLribusi untuk
memanfaatkan perizinannya.

38. Sural Pendaflaran Obyek Retribusi Daerah yang sclanjutnya
dapar disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib
retribusi untuk melaporkan obyek rctribusl dan wajib rebibusi
sebagai dasar penghitungan dan pcmbayaran retribusi yong
tcrutang menurui peraturan perundang-undangan reLribusi
Dacrah,

39. Sural Ketetapan Retribusr Daerah sclanjutnya disingkai SKRD
adalah surat kcputusan yang menenrukan besarnya jumlah
rerribusi yang terhutang,

40. Surat Ketetapan Retribusl Dacrah Kurang Boyar Tambahan
sclanjutnya disingkat SKRDKBT adaJah Sural Keputusan yang
rnenenrukan tambahan atas jumlah rctribusi yang telah
diternpkan.

41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar setanjutnya
dlaingka; SKRDLB adalah Surat Kcputusan yang menentukan
jumlah kclebihan pernbayaran retribusi karcna jumlah kredit
retribusi lebih besar dart retribusi yang terutang atau scharusnya
tidak terutang.

42. Sural Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD
adalah surat unruk melakukan tagihan rctribusi dan atau sanksi
adrninistrasi berupa bunga dan a1au dcnda.

43. Sural Keputusan Kebcratan adaJah surat kcputusan alas
kcbcratan terbadap STRD atau dokumen lain yang
dipersarnakan, SKRDKBTdan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib
Retribusi.

44. Perneriksaan adalah scrangkaian kegiaran unruk mencari,
mcngumpulkan, dan mengelola data dan atau kererangan lainnya
datam rangka pengawasan kepatuhan pernenuhan kewajiban
retribusi Daerah bcrdasarkan peraturan perundang-undangan
retribusi Daerah.
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(2)Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur dalam Daerah,
dengan menggunakan kendaraan umum, terdiri dari :
a. Angkutan penurnpangumum;
b. Bus Kota;

(I) Angkuran orang dalarn trayek tetap dan teratur sebagaimana
dimaksud Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini, adalah
pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum yang
dilakukan dalam jaringan trnyek di Daerah.

Pasal 6

Pasal 5

Pcngangkutan orang dengan kendaraan umum scbagaimana
dimaksud Pasal 4 Pcraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Angkutan orang daJam trayek tetap dan terarur.
b. Angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 4

Pengangkuran orang dengan kendaraan umum dilakukan dengnn
rnenggunakanmobil bus atau mobil pcnumpang.

BAB III

ANOKUTAN ORANG DENGAN KENIJARAAN IJMlJM

Tujuan pembinaan dan pcmungutan retribusi perizinan angkulan
orang -dan barang adalah scbagai upaya untuk meningkatkan
pelayanan dibidang angkutnn sehingga terwujudnya kelencaran,
kcterilban dan kcamanan berlalu lintas dl jalan.

Pasal 3

Pcrnbinaan dan rctribusi periainan angkutan orang dan barang
dlrnaksudkan untuk membina penyelenggaraan angkutan orang dan
barang serta guna menulupi dan memenuhi kebutuhan binya atas
penyediaan [asa pernberian perizinannya.

Pa.sal 2

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

45. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-undang untuk mclakukan
penyidikan.

46. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perizinan dan retribus!
angkutan orang dan barang adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta rnengurnpulkan
bukti, dengan bukti iru mernbuat tcrang tindak pidana di bidang
pcrlzinan dan retrlbusi angkutan orang dan barang yang teriadi
serta menernukan tersangka.



(1)Setiap Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Oabungan
Kendaraan Bermotor angkutan orang dan angkutan barang
dalam Daerah,wajib memiliki Izin UsahaAngkutan dan Walikota,

Pasal It

IZIN USAHA ANGKUTAlii

BAB V

Pasal 10

(1)Kcndaraan angkutan barang beroperasi sesuai dengan Muatan
Sumbu Terberat (MST) atau kclas jalan yang akan dlJaluinya.

(2)Kendaraan angkutan burang beroperasi di jalur jaringan lintas
yang ditetapkan olch Walikota.

Pasal 9

Angkutan barang scbagaimana dimaksud Pasal 8Peraluran Daerah
ini, terdiri dari :

a. Angkutan barang umum.
b. Angkuran barang berbahaya, barang khusus, peti kernasdan alat

berat.
c. Angkutan barangmaterial proyek.

BAB TV

ANGKIJTAN BARANG ORNGAN KENf)ARAAN UMUM

Pasal 8

Anglrutan barang dengan kendaraan umum dilakukan dcngan
meuggunakan mobil barang,

c. Angkutan Khusus, meliputi :
1) Angkutan Antar -Jernput;
2) Angkutan Karyawan;
3) Angkutan Permukiman;
4) Angkutan Pernadu Moda.

d. Angkutan Perbatasan,

(3).Jaringan trayek di Daerah sebagaimanadimaksud ayar (I) Pasal
ini, ditetapkan oleh Walikota,

PasaJ7

Angkutan orang tidak dalam trayck scbagairoana dimaksud Pasal 5
huruf b Peraturan Daerah ini, adalah pclayanan angkutan tidak
dalam trayek terdiri dari :

a. Angkutan taksi.
b. Angkutan sewn.
c. Angkutan pariwisata.
d. Angkutan lingkungan.
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Kartu 121in Usaha Angkutan sebaga.imana dimaksud Pasal 12ayat (3)
Peraturan Daerah ini, merupakan turunan dari lzinUsaha Angkutan
yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan berlaku
selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang,

Pasal 14

(L)Untuk medapatkan izin usaha angkutan ~cbagaimana dimaksud
Pasal 11 Peraturan Daerah ini, pengusaha atau pemilik atau
pongusaha gabungan kcnda.ra.an bermotor angkutan orang dan
angkutan barang, harus mengajukan permohonan izin sceara
tertulis kepada Walikota.

(2) Pengajuan permohonan izin usaha angkutan sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan melampirkan persya.ra.tao :

a. Photo copy Kartu Tanda Pcnduduk (KTP)Pemohon.
b. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
c. Photo copy Akte pendlrian perusahaan bagi pemohon yang

berbentuk Badan.
d. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
e. Sural keterangan domisili perusahaan.
f. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai

5 (lima) kendaraan bermotor.
g. Pernyataan kesanggupan uniuk menyediakan fasilitas

penyimpanan kendaraan (PoolKendaraan).

(1) 12i11, usaha Angkutan dlberikan untuk jangka waktu selama
perusahaan yang bersangkutan rnasih menjalankan usahanya.

(2)Pongusaha atau Pemilik atau Peugusaha Gabungan Kendaraan
Bermotor Angkutan Umum jenis bus kota wajib merniliki atau
menguasai minimal 5 (lima) kendaraan bermotor sesuai dengan
peraruran pcrundang-undangan yang bcrlaku.

(3)Pengusaha atau PemiHk atau Peogusaha Gabungan Kendaraan
Bermotor Angkutan Umum jcnis bus kota yang tclah mcndapat
Izin Usaha Angkutan diberikan Kartu Izin UsaJla Angkutan bagi
setlap kendaraan yang dioperasikannya.

(4) lzin usaha angkutan tidak berlaku lagi dan batal menurut
hukum apabila kendaraan berrnoror angkuran umum yang atas
namanya diberikan lzin Usaha Angkutan, dipindahtangankan
kepada pihak lain atau kendaraan bermotor angkuian umum
dimaksud oleh yang berwenang dlnyatakan tidak bcroperasi lagi.

Pasal 13

PasaJ 12

(2) lzin usaha angkutan sebagairnana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
terdrri dan :
a. lzin Usaha Angkutan Orang dalam Trayck Tctap dan Tcratur;
b. lzin Usaha Angkutan Orang Tldak dalam Trayek; dan
c. lzin Usaha Angkutan Barang,
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(3) Nama yang mengajukan pcrmobonan harus sarna dengan yang
tercantum dalam IITP, STNK dQJ1BPKB.

(2) Pada wakru rnelarnpirkan photo COP}'STNK dan photo copy BPKB
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasa! ini, harus menunjukkon
b'TNKdan BPKB yang usli ..

1) Kortu Tanda Penduduk (KTP).
2} Sural TQJ)daNornor Kendaraan (STNK)yang dimohonkan.
3) Buku Pernilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yQJlgdimohonkan.

(1) Persyaratan adrninistresi pengajuan lzln Trayek sebagaimana
dimaksud Pasal 17 uyat (3) Peraturan Dacrah ini, dengun
melarnpirkan photo copy surat-surat sebagai berikut :

Pasal 18

(3) Pcngajuan pcrmohonan lzin Trayek sebagairuana dlmaksud
ayat (I) PasaJ ini, wajib mcmenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis.

(2) Permohonan Izin Trayck yang diajukan oleh Pengusaha arau
Peruilik atau Pengusaha Gobungan Kendaraan Bcrmotor
Angkutan Umum jenis bus kota, minimal horus memiliki 5 (lima)
kendaraan, sedangkan untuk mobil penurnpang umum OUlU
otolet dibuat secara perorangon.

Pasal 17

(I) Pcngajuan uruuk mendapatkan Izin Trayek sebagalmane
dimaksud Pasal 15 ayat (2) hUM a Peraturan Daerah ini,
Pemohon horus rnengajukan permohonan secara tertulis kepada
Walikola.

lzin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini,
berlaku selarna 5 (lima) tahun don dapat diperpanjang.

Pasal16

(2) Pengajuan lzin Trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap
dan teratur sebagaimana dimaksud ayai (1) Pasal ini, terdiri
dnri :

b. Pcn~a,luall lzin Trayck ;
c. Pengajunn Perubahan lzin Trayek.

(1) UnLuk melakukan kcgiatan angkutan orang dalarn trayek tetnp
dan tcratur scbagairnanadimaksud Pasai 5 huruf a Peraturan
Daerah ini, wajib memiliki Izin Trayck.

Pasal 15

IZINTRAYEK

SA8VI
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Syarat-syarat pengajuan pcrpanjangan Kartu Pcngawasan adalah
sebagai bcrikut :

a. Melampirkan photocopy KTP Pemegang Kartu Pengawasan.
b. Melampirkan photo copy STNK.
c. Melampirkan asli Kartu Pengawasan,

Pasal 24

(1) Pcrpanjangan Kartu Pengawasan scbagaimana dimaksud
Pasal 22 Peraturan Dacrah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
tcrhitung dan tanggal bcrakhirnya Kartu Pengawasan horus
sudah dilaksanakan.

(2) Apabila pengajuan perpanjangan Karru Pengawasan telah
melebihi3 (tiga] bulan sebagaimana dimaksud &yat (I) Pasal ini,
maka lzin TrayckJJya akan dicabut.

Pasal 23

Pasal 22

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (I)
Peraturnn Oaerah ini, bcrlaku selomo I (satu) tahun sejak tanggal
ditctapkannya Izin Trayek, dan dapat dlperpanjang.

Pasal 21

(1) Pengusaha atau Pemilik atau Pcngusaha Gabungon Kendaraan
Bcrmotor Angkutan Urnurn jenis bus kota yang telah mendapat
Izin Trayck dari Walikota, diberikan Kartu Pcngawasanbagi
setiap kendaraan yang dioperasikannyn.

(2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
rnerupakan turunan dari Izin Trayek.

(3) Kartu Pengawasan sebagairnanadimaksud ayal (1) Pasal ini
ditanda rangani olch Kopala Dines Perhubungan.

Tcrhadap kendaraan yang mcngajukan perrnohonan lein Trayek
untuk pertama kaLinya, diberikan Karru Pengawasan Scmcmara yang
berlaku selnm» 3 (tiga) bulan.

Pasal 20

Persyaratan tcknis pengajuan lzin Trayek sebagaimana dimaksud
Pasal 17 OYOl (3) Peraturan Dacrah ini, meliputi :

1) Pada trayck yang dimohonkan masih memungkinkan unruk
penarnbahan jumlah kcndaraan;

2) Prioritas diberikan bsgi pengusaha yang mampu mernberikan
pelayanan angkutan yang terbaik;

3) Melampirkan Sural Pemyataan Kesanggupan Mcnycdiakan
Pasilitas Penyimpanan Kcndaraan (Pool Kendaraan) dan faailitas
perneliharaan kendaraan.

Pasal lY

10



Pasal 29

(3) Setelah rnendapat izin Walikota, Izin trayek sebogaimana dirnaksud
Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dlpindahtangankan
melalui perubahan nama pe:milik atau balik nama.

(4)Syaral pemindah tanganan melalui perubahan nama pemilik atau
batik nama sebagaimana dirnaksud ayat (1) Pasal ini, adaJah
sebagai berikut :

a. Pemilik kendaraan tersebut mengalami pailit.
b. Kendaraan tcrsebut mengalami kecelakaan.
c. Terjadinya force majure.

lzin 1'rayek yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud PaISa) 26
huruf d Pcraluran Daerah mi. bukan lagi menjadi hak pcmilik lama
tetapi dikembaliksn ke Pemerintah KOla.

PasaJ 28

dimaksud
pengajuan
perubahan

(3) Pengalihan kepemilikan perusahaan scbagalmana
Pasal 26 huruf c Peraturan Daerah ini adalah
perubahan lsin Trayck dikarenakan adanya
kepernilikan perusahaan.

(4) Perpindahan trayek sebagaimana dirnaksud Pasal 26 huruf d
Peraturan Daerah ini, adalah perpindahan lzin Trayek dan sam
trayck ke trayek lainnya,

(2) Penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagairnana dimaksud
Pasal 26 huruf b Peraturan Dacrah ini adalah pengajuan
perubahan Izin Trayek, dikarenakan adanya penembahan jumlah
kendaraan yang sudan tid ak sesuai dengan jumlah lzin Trayek
yang dimilikinya.

(I) Pernbaharuan rnasa berlakunya lzin Trayek sebagaimana
dbnaksud Pasal 26 huruf a Peraturan Daerah ini adalah pengajuan
pcmbaharuan jzin, dikarcnakan telah habisnya rnasa berlakunya
lxin Trayek iersebur.

PasaJ 27

Pengajuan Perubahan lain Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 15
ayat (2) huruI b Poraturan Dacrah ini, dUakukan dalam hal :

a. Pernbaharuan masa berlakunya lzin Trayek:
b. Penambahan jumlah kendaraan bcrmotor:
c. Peugalihan kepemilikan perusahaan;
d. Perpindahan trayek.

Pasal 26

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayai (1) Peraruran
Daerah lnl. hams dijaga keutuhan dan keberadaannya atau tidak
boleh hilang,

Pasal 25

II



Uutuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
kendaraan umum dalam Daerah, terlebih dahulu harus mendapatkan
rekomendasi dari Walikota.

Pasal 34

(4)Kendaraan bcrmotor angkutan umurn diwajibkan memiliki kotak
sampah dan perlengkapan Pertolongan Pertarna Pada Kecelakaan
(P3K) dj dalam kendaraannya.

(3)Kendaraan bermotor angkutan umum dilarang rnemiliki dan
membunyikan sound system yang mengganggu ketcrtiban umum.

(2)Kendaraan bermotor angkutan urnum harus memilikl kualitas
pelayanan dan atau fasilitas yang baik.

(1) Setiap kendaraan yang akan dijadikan angkutan penumpang
umum dalam Daerah, harus memiliki serrifikat registrasi dan
Dircktorat .Jcnderal Pcrhubungan Darat,

rasa! 33

a. Nomor lambung;
b. Tanda angkutan kota dan arau bus kota atau taksi;
c. Papan lrayek;
d. Warna kendaraan.

Kendaraan bermotor angkutan UmUID harus dilengkapi dengan
identitas kendaraan sebagai berikut :

Pasal 32

TDENT1TASKENDARAAN

BAB VIJ

Tcrhadap angkutan Antar Kota. Dalam Propinsi (AKDP) yang ada
dalarn Daerah, l7.inTrayeknya ditetapkan oleh Pernerintah Provinsi
Sumatera Selatan, dengan mendapat rekomendasi dan Walikot:.a.

Pasal 31

(1)Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek tetap
dan terarur berupa angkuran lingkungan dapar menggunakan jenis
kcndaraan roda riga yaitu baja], berne dan helicak,

(2)Angkutan lingkungan sebagalrnana dirnaksud ayat (1) Rasa! ini,
Udak belen bcropcrasi di pusat kota dan melewati jalan-jalan
tcrtcntu,

Pasal 30

12



(1) lzin Operas; Angkutan Orang tidak dalam lrayek sebagaimana
dirnaksudPasal~5 ayat (1) PeraturanDaerah ini, berlaku .selama
5 (lima) iahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 38

b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan
pelayanan angkutan yang terbaik,

a. Pada izin operasi angkutan yang dimohonkan masih
mernungklnkan untuk menambah jumlah kendaraan;

(1) Persyaratanadrninistrasl sebagairnanadirnaksud Pasal 36 ayat (2)
Peraturan Daerah ini, meliputi :

a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)Pemohon.
b. Photo copy Nomor Pokok WaJib Pajak (NPWP).
c. Photo copy Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang

berbentuk Badan,
d. Photo copy surai rein Tempat usaha (SITU).
e. Surat keterangan domisili perusahaan.
f. Pemyataan kesanggupan untuk memiliki atau mcnguasai

5 (lima) kendaraan bermotor.
g. Pernyataan kcsanggupan untuk menyediakan fasilitas

penyimpanan kendaraan (Pool Kcndaraan).

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dirnaksud Pasal 36 ayat (2)
Pcraturan Daerah ini, meliputi :

Pasa! 37

(1) Permohonan Izin Opcraai Angkuian diajukan secara terrulis
kcpadaWalikota.

(2) Pengajuan pcrmohonan lzin Operasi Angkutan sebagalmana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib momcnuhi persyararan
adrninistrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 36

(2) Pengusaha aiau Pernilik atau Pengusaha Gabungan Kcndaraan
Bcrmotor Angkuran Umum jenls bus kota yrulg telah mendapatkan
17.i·n Operasi Angkutan dan Walikota diberikan Kartu Pengawasan
bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang Lidak dalam trayek
sebagaimanad.iruaksud Pasal5 huruf b Pcraturan Dacrah ini, dan
angkutan barang scbagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan
Daerah ini, wajib rnerniliki I?:inOperasi Angkutan.

BAB VlTl

IZTNOPERASIANGKUTAN

Pasal 35

13



lzin insidentil hanya diberikan unruk 1 (satu) kali perjalanan pulang
pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat
diperpanjang.

Pasal 4'2

(2)Pelikan Izin lnsidentil sebagaimana dimaksud ayat (II Pasal ini,
ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk melayani trayck Antar KOla
Dalam Provinsi {AKDP}.

a. Kartu Pengawasan yang masih berlaku;
b. Izin Usaha Angkutan;
c. Buku Uji Angkutan;
d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
e. Ekstra CoverJasa Raharja.

(I) Permohonnnlzin Tnsidentil diajukan sccara tcrtulis kopada
Walikota dengan melampirkan :

Pasal 41

a. Menambal) kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu
seperti perayaan han besar keagamaan, liburan sekolah, tahun
baru dan kegiatan lainnya, dengan ketentuan kendaraan
bermotor angkutan umum tersebut diwajibkan untuk
menalkkan dan menurunkan penumpang di Terminal.

b. Keadaan darurat tertenru, misalnya bencana alam, pcngcrahaa
massn berupa Kampanye Pemilihan Umum, rombongan
clahraga, karya wisata dan sejenisnya yang tidak diwajibkan
menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal.

(2) Kcpcntingan tertentu sebegaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
adalah sebagai berikut :

(1) Untuk kepentingan tertentu Walikota dapat memberikan lzin
lnsidentil,

BABIX

IZlN INSIDENT[L

Pasal 40

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Peraruran
Daerah ini, merupakan turunan dari Izin Operasi Angkutan yang
ditandatangani olch KcpaJaDinas dan berlaku selama 1 (saru) tahun.

Pasal 39

(2)!zin Opcrasl Angkutan barang material proyek sebagaimana
dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah .ini, berlaku selama
6 (enam) bulan dan dapat, diperpanjang sarnpai proyek selesai.
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(1)Setiap Pengusaha atau Pemilik atau Peugusahaan Gabungan
Kcndaraan Bermotor jenis bus kota harus mempunyai tempat
penampungan atau pool kondaraan sebagai tempat isti ra hat,
perneliharaan dan perbaikan kcndaraan.

(2)Penyimpanan kendaraan atau pool sebagaimana dimaksud ayat (l)
Pasal ini, harus mendapat izin dari Walikota.

(3)Persyaratan pengajuan pcrmohonan penyimpanan kendaraan atau
pool adalah sebagai berikut ;

a. Photo copy AIde Perusahaao.
b. Photo copy Izin Usaha dan Izin Trayek.
c. Photo copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU).

BAB XI

POOL KENDARAAN

Pasa! 46

(3) Terbadap kendaraan yang mendapar izin dispeosasi pada saat
diopcrasionalkan hams diberi tanda khusus terrentu.

(1) lzin Dispensasi unruk Angkutan Barang diberikan unruk jangka
wakru 3 (Iiga) bulan dan dapat diperpanjang.

(2) lsln Dispcnsasi untuk Angkutan Orang diberikan untuk jangka
wakru 7 (t;Ujuh) hari.

Pasa! 45

(2) Petikan lzin Dispensasi sebagaimana dlmaksud ayat (I) Pasal ini,
ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 44

(I )PermohonAn [zin Dispensasi dlajukan secara tcrrulis kcpada
Walikota, dengan melampirkan :

a. Photo copy S'fNK.
b. Photo copy Duku Uji.
C. PhOlOcopy Kartu Pengawasan.

BABX

IZIN DTSPENSASI

Pasal 43

(I) Inn Dispensasi merupakan izin yang dapat diberikan kepada
kcndaraan angkutan barang yang akan mclakukan aktivitasnya
pada waktu dan wilayah tertentu.

(2) lzin Dispensasi sebagaimana dirnaksud ayat (1) Pasal ini,
diberikan untuk kcpentitlgan ;

a. Angkutan berang-bsrang pada lokasi dan russ jalan tertentu.
b. Angkutan orang (bus AKAP dan AKDP) yang beroperasi dalam

Dacrah unruk kcpcrluan tcrtcntu.
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(2) Pakaian seragam pcngemudi angkutan orang sebagaimana
dimaksud ayat (I) Pasal ini, dibedakan sesuai dengan perusahaan
dan trayeknya don ditetapkan oleh Walikota.

(1) Setiap pengemudi angkutan orang diwajibkan unruk mernakai
pakaian seragarn.

BAB XlJJ

PAKAIAN SERAGAM

Pasal 50

Persyaratan untuk mendapatkan Karru ldentitas Pcngemudi
sebagaimana dimaksud Pasal 48 Peraturan Daerah W, adalah scbagal
berikut :

a. Photo copy KTPPernohon.
h. Photo copy SIM Umum.
c. surat Keterangan dari Kcrua Perusahaan Otobus (PO).

Pasal 49

BAB Xli
PENGEMUDl ANGKUTAN PENUMPANGUMUM

Pasal 48

Setiap pcngemudi angkutan pcnumpang umum wajib mcmcnuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki KarIU Identlias Pengemudi sebagai jati diri pengernudi
yang barns diletakkan pada kendaraan sctiap mcngcmudikau
kendaraan umum di jalan.

b. Kartu ideutitas peugcruudi ditandatangani olen Pirnpinan
Perusahaan Otobus (PO), Dinas Perhubungan dan Organisasl
Angkutan Darat,

Pasal 47
Kriteria lokasi pool sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah
ini, rneliputi :
3. Momllild kapaaitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya

5 (lima) bus.

b. Lokasi pool hams mcmenuhi persyaratan tidak menimbulkan
kcmacetan lalu lintas, yaitu :
I) Mempunyai jalan masuk-keluar (Akses) pool sekurang­

kurangnya denganpanjang50 meter;
2) Mempunyai jalall masuk-keluar (akses) pool dengan lebar

sekurang-kurangnya 5 (limn) meter sehinggo memutar
kendaraan dapat dilakukan dcngan rnudah,

3) Dilengkapi dcngan Iasilitas cclukan masuk-keluar kcndaraan
sehlngga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai
ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan
atau kecepatan,
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BAB XV

WAKTU KERJA PENOEMUDl

Pasal53

(1) Untuk menjamin keselarnatan lalu lintas dan angkutan eli jalan,
pcrusahaan angkutan umum dan pengemudi kendaraan angkutan
urnum, wajib rnemaruhi ketcntuan mengenai waktu kerja dan
waktu istirahat bagi pengemudi kendaraan angkutan umurn.

(2)Waktu kerja bagi pengemudl kendaraan angkutan umum
sebagaimanadimaksud ayar (l) Pasal ini, adalah "8 (dclapan)jam
per-han.

(3)Pengemudi kendaraan angkutan umum setelah mengemudikan
kendaraan selama 4 [ernpat] jam berturut-turut, harus beristirahat
sekurang-kurangnya 30 (tiga pulub) mcnit,

(4)DaJam keadaan tertenru pengemudi kendaraan angkutan umum
sebagairnana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dipckerjakan lebih
dan waktu kerja 8 (delapan) jam per-hari, tetapi tidak boleh lebih
dari 12 [dua belas) jam per-han termasuk islirabat 1 (satu) jam.

(2)Apabila kcndaraan scbagaimanadimaksud ayat (1) Pasal ini
tertangkep beroperasi di jalan, maka kendaraan tersebut akan
dipoolkan dan kepada pemilik dlwajibkan untuk merubah bentuk
kondaraan dan angkutan penumpang umum menjadi angkutan
pribadi ataumobil barang.

(3)Tiga bulan setelah kendaraan angkutan penumpang umum
scbagalmana dirnaksud ayat (1) Pasal ini, melewati batas umur
kendaraan, rnaka izin trayek kendaraan tersebut dikemballkan ke
Pemcrintah Kota.

(1) Kendaraan yang Lelah melcwati batas umur kendaraan angkutan
pcnumpang umurn sebagaJmana dimaksud Pasal 51 Peraluran
Daerah ini, dllarang beroperasi sebagaJ a.ngkutan pcnumpang
umum.

Pasal 52

Umur kendaraanangkutan penurnpang umum yang beroperasi dalam
Daerah ditentukan sebagai berikut :

a. Angkutan penumpang umum yang beroperasi di pusat kora tidak
boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tahun
pembuatannya.

b. Angkutan penumpangumum pada irayek pinggiran kota tidak
boleh lebih dari 15 (lima belas) tahun terhirung dari tahun
pernbuatannya.

Pasa! 51

BAS XlV

UMUR KENDARAAN ANOKUTAN UMUM
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:Rp. 75.000,­
:Rp. 10.000,-

:Rp. 250.000,-
- Perusahaan atau perorangan yangmemiliki
Mobil barang

- Kartu Isin Usaha Angkutan unluk 1 (satu)
mobil barang yang dimilikinya

- Biaya administrasi

(2)Besarnya retrlbusi sebagaimana dirnaksud ayar (1) Pasal ini, adalah
sebagai berlkut :
:,I. Izin Usaha Angkutao :

(1)Setiap penerbltan izin dan atau rekomendasi sebagaimanadimaksud
Pasal 55 Peraturan Daerah .ini, dikenakan retribusi,

PasaJ57

RETRIBUSI

BAB XVII

Pasal 56

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang mcngajukan
permohcnan perizinan dan atau rekomendasi sebagaimana dlmaksud
Pasal 55 Pcraturan Dacrah ini,

a. Izin Usaha Angkutan dan Karru Izin Usaha Angkutan;
b. Izin Trayek,Karru Pengawasan dan Duplikatnya, lzin Mutasi Trayek,

Balik NamaPemilik Izin Trayek;
c. Izin Operasi Angkutan dan Kartu Pengawasan;
c. lzin Insidenul;
d. lzin Dispensasi;
e. RekomendasipenerbitanSuratTandaNomorKendaraan(STNK).
f. Biaya administrasi,

Objck rctrlbusi pcrizican angkutan orang dan barang adalah sebagai
berikut :

BAB XVI

OBJEKDANSUBYEKRETRIBUSI

p~ 55

Pcngusaha atau Pem.ilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan
Bermotor yang mernpekerjaknn pengemudi kendaraan angkutan
umum melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2)
dan ayat (4) Peraturan Dacrah ini, harus mcnycdiakan pcngcmudi
pcngganti.

Pasal 54

(5) Penyimpangan waktu kerja scbagaimana dimaksud ayat (4) Pasal
ini, ridak berlaku bagi pengemudi kendaraan angkutan umum
AKAP dan AKDP.

18



:Rp. 250.000,-

.Rp. 75.000,-
:Rp. 10.000,-

:Rp. 250.000,-

:Rp. 75.000,-
:Rp. 10.000,-

: Rp. 60.000,-
: Rp. 10.000,-

: Rp. 60.000,-
: Rp. 10.000,-

: Rp. 60.000.-

: Rp. 600.000,­
: Rp. 10.000,-

: Rp. 600.000,­
: Rp. 10.000,-

: Rp. 300.000,­
: Rp. 10.000,-

50.000,-
10.000,-

100.000,-:Rp.

: Rp.
: Rp.

:Rp. 100.000,­
:Rp. 10.000,-

:Rp.l.OOO.OOO,-

:Rp. 60.000,-
:Rp. 10.000,-

:Rp. 250.000,-
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f. Rekomendasl PElnerbilan STNK

e. - lzin Dispensasi
- Biaya adrnlnistrasi

d. - lzin Insidentil
- Diaya administrasi

2)- Perusahaan atau perorangan yang memiliki
jenis kendaraan untuk sckolah mengemudi
- Kartu Pengawasan unruk 1 (sam) kendaraan
sekolah mengemudi

- Biaya administrasi

1)- Perusahaan atau pcrorangan yang memiliki
kendaraan untuk angkutan orang tidak
daJam trayek

- Kartu Pengawasan untuk 1 (saw) kendaraan
angkutan orang tidak daJam Lrayek

- Biaya administrasi

c. Izin Operasi Angkuton

6)- Balik Nama Pemilik 12inTrayck
- Biaya Adrninistrasi

:i)- lzin Mutasi Trayek
• BiayaAdministrasi

4)- Duplikal Kartu Pengawasan Izin Trayek
- Biaya Administrasl

3)- Pcrusahaan atau perorangan yang memiliki
angkutan khusus

· Kartu Pengawasan untuk 1 [satu] angkutan
Khusus yang dirniliki

- Biaya administrasi

2)- Perusahaan atau perorangan yang merniliki
Mobil bus umum

· Kartu Peugawasanunruk 1 (satu) mobil bus
yang dimiliki

- Biaya administrasi

b. 12ioTrayek

1)- Perusahaan atau perorangan yang rnerniliki
Mobil penurnpang umum

- Kartu Pengawasan untuk 1 (satu) kendaraan
yang dimllikinya

- Biaya administrasi



Relribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan
jasa dan fasilitas dibcrikan,

BAB XXll

WILA YAH PEMUNGUTAN RETRJBUSI

PasaJ 63

Pasal62

Penetapan retribusi Angkutan Orang dan Bar8J1g .hanya dikcnakan
1 (satu) kali setiap menerbilkan .izin. dan atau rekomendasi,

(2) KJasifikasi bcsarnya retibusi sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal
ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXJ

STRUKTUR DAN BESARNYATARJF ReTRlBUSI

Pasal 61

(1)Struktur besamya tarif retribusi rerhadap penetapan kcputusan
kclayakan Angkutan Orang dan Barang sebagaimana dirnaksud
Pasal 57 Peraruran Daerah ini, ditetapkan berdasarkan tingkat.
pelayanan dan fusilitas yang diberikan.

Prlnsip dao sasaran dalam penetapan struktur dan besomyo tarif
retribusi tertenru dldasarkan pada rujuan untuk rnenutup sebagian
atau seluruh bioya pelayanan dan fasilitas yang dibcrikan,

BABXX

PRTNSIP DAN SASARAN L>ALAM PENE'T'APAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARTF RETRIBUSI

Pasa! 60

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka
waktu yang disediakan Daerah.

BAB XTX

TOLOK UKUR PENGOUNAAN JASA

Pasal 59

Retribusi Angkutan Orang dan Barang digolongkan sebagai Retribusi
Perizinan Tcrtcntu.

BABXVUJ

GOLONGAN RE'TRTBUST

Pasal 58
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BAB XXVI

'rATA CARA PEMUNGUTAN RETRlBUSr

Pasal 68
(1) PCIDUJlgLltan retribusi tidak dapat diborcngkan.

(2) Relribusi clipungut dengan rnenggunakan SKRD aiau dokumen
lai.n.yang dipersamakan,

(1) Berdasarkan SPdORD scbagaimana dimaksud Pasal 66 Peraturan
Daerah ini, ditetapkan rctrlbusi ierhutang dengan menerbitkan
SKRD atau dokumen lainnya yang dipcrsamakan.

t-'J Bcntuk, isl dan tala cara penerbitan SKRD atau dokumeu lain
yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat {II Pasal ini,
ditetapkan oleh Walikota.

BAB .xxv
PENEITAPAN RETRIBVSI

Paw 67

(I) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayar {II Pasal ini, harus dUsi

dengan [elas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib
Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serra tara cara pcngisian dan pcnyampaian SPdORD
sebagaimana dimaksud ayat (1) PasaJ ini, ditetapkan oleh
Walikota,

BABXXlV

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 66

Soot retribusi terutang adalah pada saar ditetapkannya SKRD atau
dokurnen lain yang dipersamakan.

Pasal 65

Mass. Retribusi Angkutan Orang dan Barang adalah jangka wakru
berdasarkan klasifikasi keputusan kelayakan lzin Angkutan Orang
dan Barangyang diberikan,

BAB XXlJ]

MASA RETRIBVSI DANSAATRETRJBUSI TERHUTANG

PasaJ 64
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(1) Pejabar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) eli lingkungan
Pcmerintnh Daerah dibcri wewenang khusus sebagai Pcnyielik
untuk melakukan penyidlkan tindak pidana dibidang perizinan
dan retribusi angkutan orang dan barang, sebagaimana
dimaksud dalam Uodang-undang Hukum Acara Pidana yang
berlaku.

Vasal 71

(1) Pelanggaran alas perizinnn di hidang angkutan orang dan burang
dalam Peraturan Dacrah ini, diancarn pidana kurungan paling
lama 3 (tigll) bulan atau dcnda paling banyak Rp. 50.000.000,­
(lima puluh juta rupiah).

(2) Wajib retribusi yang Udak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah eliancam pidana kurungan paling
lama 3 (Uga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah retribusi tcrutang.

(3) Tindak pidana sebagaimona dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIX

PENYIDIKAN

Pasal 72

BAB XXVI 11

KETENTUANPIDANA

(1)Apabila angkutan umum tidak memiliki lZIO trayek dan atau
masa l.\ii kcndaraan, maka kendaraannya akan ditahan atau
dipoolkan selarna I (saru] bulan.

(2)Apablla angkutan umum telah habis masa berlnkunya izin trayck
dan atnu masa uji kcndaraannya, rnaka kendaraan akan ditahan
atau dipoolkan selarna I (saru) minggu.

Pasa! 70

(1) Terhadap Pengusaha atau Pcmilik atau Pengusaha Cabungan
Kendaraan Bermotor yang tidak mcmcnuhi ketcntuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan
dibcrika.n peringatan sebanyak 3 (riga) kali berturut-rurut dengan
tcnggang wakru masing-masing peringatan 7 X 24 jam.

(2) Apablla pcringetan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Walikota berwenang
melakukan penutupan dan penyegclan tcrhadap icmpar usaha
dan atau kegiatannya serta pencabutan izinnya,

BAB XXVII

SANKSIADMINISTRATIF'

Pasal 69
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Kepada Pengusaha atau Pemillk atau Pengusaha Gabungan
Kcndaraan Bermotor hams menyesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu] tahun sejak
diberlakukannya Peraturan Dacrah ini.

Pasal 73

ATURAN PJl:RALlHAN

BABXXX

(2) Wcwenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
perizinan dan retribusi angkutan orang dan barang agar
ketcrangan atau laporan terscbut menjadi lengkap dan jelas:

b. meneliri , rnencari dan mengurnpulkan keterangan mengcnai orang
pribadi atau badan rentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perizinan dan rerribusi
angkutan orang dan barang:

c. meminta keterangan dan ball an bukti dad orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan
dan retribusi angkutan orang dan barang;

d. momcriksa buku-buku, catatan-cataian dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
perizinan dan retribusi angkutan orang dan barang;

e. melakukan penggeledahan untuk rnendaparkan bahan bukti
pcmbukuan, pencatatan dan dokumen-dokurnen lain, serta
melakukan penyitaan terhadapbahanbukti tcrsebut:

f. rnerninta bantuan tennga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan
retribusi angkutan orang dan barang;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggaJkan ruangon atsu ternparpada saat pemeriksaan
sedans berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
dibidang periainan dan rerribusi angkutan orang dan barang;

I. memanggil orang untuk didengar keteranga.nnya dan dlpcriksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;
k. mclakukan tindakan lain yang perlu unruk kelancaran

penyidlkan rindak pidana dlbidang periztnan dan retribusi
angkutan orang dan barang mcnurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan,

(3) Penyidik sebagairnana dimaksud ayat (1) Pasal Ini, mem­
beritahukan dimulainya penyidikan dan rnenyapaikan basil
pcnyidikannya kepada Penurut Umum, melalui Penyidik PCjabal
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketenruan yang
diatur daJam Undang-undang Aukum Acara Pidana yang
berlaku.
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HIIjjab Mariam ,\ <:
LOO~'II DA£~.\MIOU Nu .. eANO

l~H 1oo5"o,""OR{O '>"eri c

H,EDDYSANTANAPUTRA

DiundansJ.:an eli Palemb3ng
p:uu. IRnggnl 1- fJ- 21Xb

SEKRETARIS OMRAH
ICOTA PAlEM!lANCl

Diretapkan dl Palembang
padatanggal 2.9 Juli 2005

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapar mengctahuinya, memerinlahkan
pengundangan Peratumn Daerah ini dengan pencmpatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Palembang.

(2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palernbang merupakan
koordinator pengutan rctribusi Daerah.

(3) Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Daerah ini,
diterapkan oleh Walikota sopanjang rnengeuai pelaksanaanya.

Pasal 76

(II Dinas Perhubungan adalah Jnstansi ieknis pelaksana Peraturan
Daerah ini.

Pasal 75

Deegan ditctapkannya Peraruran Daerah ini, maka Peraruran Daerah
KotamadyaDaerah Tingkat n Palembang Nomor 18 Tahun 1998
ternang Retribusi lzin TrayekclanKeputusan WalikotamadyaKopala
Daerah Tingkat U Palernbang Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Pcngaturan lzin Usaha dan Izin Trayek Kendaraan Berrnotor
Angkutan Umum dalam KotamadyaDacrah Tingkar II Palcmbang
serta segala ketenruan yang tidak seialan dengan Peraturan Daerah
ini, dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.

Pasal 74

KETENTUANPENUTUP

BABXXXJ
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